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MATRIKS PERMINTAAN TANGGAPAN RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER TENTANG
 LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN 
LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL



	No
	Judul Substansi
	Halaman
	Draf RPADK
	Tanggapan
	Usulan Perubahan

	BATANG TUBUH

	
	
	
	RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
	
	

	
	
	
	OTORITAS JASA KEUANGAN
	
	

	
	
	
	REPUBLIK INDONESIA
	
	

	
	
	
	NOMOR … TAHUN …
	
	

	
	
	
	TENTANG
	
	

	
	
	
	[bookmark: _Hlk212200448]LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Menimbang	:	
	
	

	
	
	
	a. [bookmark: _Hlk215558616]bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan badan penyelenggara jaminan sosial dan laporan keuangan bulanan dana jaminan sosial;
	
	

	
	
	
	b. bahwa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2023 tentang Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial yang mengatur ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan badan penyelenggara jaminan sosial dan laporan keuangan bulanan dana jaminan sosial perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan terkait pengelolaan aset dan liabilitas jaminan sosial;
	
	

	
	
	
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial;
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mengingat 	:  	
	
	

	
	
	
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28/OJK);
	
	

	
	
	
			
	
	

	
	
	
	MEMUTUSKAN:
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Menetapkan :		PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN SOSIAL.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pasal 1
	
	

	
	
	
	Ketentuan mengenai:
	
	

	a. 
	
	b. 
	a. jenis, bentuk, dan susunan laporan keuangan bulanan;
	
	

	c. 
	
	d. 
	b. waktu penyampaian laporan keuangan bulanan;
	
	

	e. 
	
	f. 
	c. tata cara penyampaian laporan keuangan bulanan; dan
	
	

	g. 
	
	h. 
	d. tata cara penyampaian koreksi atas laporan bulanan,
	
	

	
	
	
	diatur dalam Lampiran I Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pasal 2
	
	

	
	
	
	Ketentuan format laporan keuangan bulanan mengenai:
	
	

	a. 
	
	b. 
	a. badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;
	
	

	c. 
	
	d. 
	b. badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
	
	

	e. 
	
	f. 
	c. dana jaminan sosial kesehatan untuk program jaminan kesehatan;
	
	

	g. 
	
	h. 
	d. dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja;
	
	

	i. 
	
	j. 
	e. dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kematian;
	
	

	k. 
	
	l. 
	f. dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan hari tua;
	
	

	m. 
	
	n. 
	g. dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kehilangan pekerjaan;
	
	

	o. 
	
	p. 
	h. dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan pensiun; dan
	
	

	q. 
	
	r. 
	i. surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan badan penyelenggara jaminan sosial dan laporan keuangan dana jaminan sosial,
	
	

	
	
	
	diatur dalam Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pasal 3
	
	

	
	
	
	Ketentuan mengenai panduan pengukuran liabilitas dana jaminan sosial diatur dalam Lampiran III Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pasal 4
	
	

	(1) 
	
	(2) 
	(1) Penyampaian laporan keuangan bulanan badan penyelenggara jaminan sosial dan laporan keuangan dana jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 Romawi III Lampiran I pertama kali disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya untuk periode pelaporan keuangan bulan Maret, April, Mei, dan Juni 2026.
	
	

	(2) 
	
	(3) 
	(2) Setelah berakhirnya periode pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian laporan keuangan bulanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu penyampaian laporan keuangan bulanan yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini. 
	
	

	(2) 
	
	(3) 
	(3) Ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan bulanan badan penyelenggara jaminan sosial dan laporan keuangan dana jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 Romawi III Lampiran I tetap berlaku untuk pelaporan keuangan bulan Desember 2025 yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini mulai berlaku. 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pasal 5
	
	

	
	
	
	Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2023 tentang Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Pasal 6
	
	

	
	
	
	Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ditetapkan di Jakarta
	
	

	
	
	
	pada tanggal ...
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN 
	
	

	
	
	
	OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OGI PRASTOMIYONO
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	LAMPIRAN I

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	LAMPIRAN II

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	LAMPIRAN III
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